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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan
nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya,
atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan
judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan
ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang
digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan
atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan
0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa

Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.
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B. Konsonan

I = Tidak ditambahkan

«=B

w==Sh

c=Y

Hamzah ( <) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di

awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

tanda koma diatas (*), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “g”.
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C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah
ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya J& menjadi gala

Vokal (i) panjang =1 misalnya J3 menjadi gila

Vokal (u) panjang =0 misalnya ¢s> menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“1”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah fathah ditulis
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = misalnya J s menjadi gawlun

Diftong (ay) = ¢ misalnya s menjadi khayrun

D. Ta’marbiithah (3)

Ta’ marbathah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi ta’ marbithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4. 2!l 4l )l menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya (*

4l 4es ) menjadi fi rahmatillah.
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E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah
Kata sandang berupa “al” (J)) dalam lafadh jalalah yang berada di
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut :
1. Al-Imé&m al-Bukhariy mengatakan................c..........
2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ..............
3. Masyad Allah kand wa mad lam yasya lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla.
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ABSTRAK

Naftalin, RA. Dini Sophia, NIM 12210057, 2019. Perjanjian Perkawinan Pada
Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-X111/2015 Ditinjau Dari Sadd Al-Dzari‘ah. Skripsi. Jurusan Al-
Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah,
M.Ag.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan MK, Perkawinan Campuran,
Sadd Al-Dzari‘ah

Perjanjian perkawinan adalah salah satu wadah untuk mengatur pemisahan
harta bersama maupun harta bawaan, terutama bagi pelaku perkawinan campuran
antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Hal yang menjadi
kendala bagi perjanjian perkawinan tersebut adalah dibatasinya waktu dalam
melakukan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Atas dasar latar belakang permasalahan di atas, peneliti membuat fokus
penelitian pada 2 rumusan masalah: 1) Perjanjian perkawinan campuran sebelum
dan sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015
2) Perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI11/2015 ditinjau dari Sadd Al-Dzar ‘ah.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode
peneitian library research (penelitian kepustakaan) yang sumber datanya adalah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015, dengan mengguakan
metode pengolahan data dan analisi yaitu, metode deskriptif dan metode analisis
isi (content analysis).

Berdasarkan analisa yang telah dikumpulkan, diperoleh kesimpulan bahwa
Perjanjian perkawinan sebelum terbitnya putusan MK tersebut menurut Pasal 29
UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dilakukan sebelum atau pada
waktu perkawinan tersebut berlangsung, Perjanjian perkawinan setelah terbit
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 memperbolehkan
dilangsungkannya perjanjian perkawinan, dilakukan sebelum atau selama
perkawinan tersebut masih dikatakan sah. Sedangkan perjanjian perkawinan
setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 ditinjau
dari sadd al-dzari‘ah dapat dilihat dari segi motif atau tujuan dan dampak
perjanjian tersebut, perjanjian perkawinan hukumnya mubah, dibolehkan
melakukan perjanjian perkawinan bagi pelaku perkawinan campuran sebelum atau
selama perkawinan tersebut masih dikatakan sah, untuk menegakkan keadilan
bagi warga Negara Indonesia.
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ABSTRACT

Naftalin, RA. Dini Sophia, 12210057, 2019. Marriage Agreement on Mixed Marriage
Policy after Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XI11 / 2015 Viewed
from Sadd al-Dzari‘ah. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department,
Sharia Faculty, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim
Malang_]. Advisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Keywords: Marriage Agreement, Constitutional Court Decision, Mixed
Marriage, Sadd al-Dzari‘ah

Marriage agreement is one of the means to regulate the separation
ownership of assets and property, especially for mixed marriages between
Indonesian citizens and foreign citizens. The problem of marriage agreement is
the limitation of time to conduct prenuptial marriage agreements in Article 29 of
1974 Marriage Law.

Based on the background of the problem above, the researcher made a
focus on two problems: 1) Mixed marriage agreement before and after the
issuance of Constitutional Court decision No. 69/PUU-XI11/2015 2) Marriage
agreement in the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 in
terms of Sadd Al-Dzari'ah.

This type of research is normative juridical using the methods of Library
Research (literature research) that the data source is the Marriage agreement in the
Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XII1 / 2015, by using the process
and analysis method, namely, descriptive and content analysis methods (content
analysis).

Based on the analysis that has been collected, the result concluded that the
marriage agreement before the issuance of the Constitutional Court decision
according to Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning to the Marriage, and
marriage agreement after the Decision of the Constitutional Court Number 69 /
PUU-XIII / 2015 allowing the marriage agreement to be held, even before or
during the marriag, this agreement is still valid. While the marriage agreement
after the publication of the verdict of the Constitutional Court No. 69/PUU-
XI111/2015 based on Sadd al-Dzari'ah that can be seen from the motives or the
objectives and also the impact of this agreement, the legal Marriage is allowed,
allowing marriage agreements for mixed marriages before or during marriage it is
still said to be legitimate, to uphold justice for Indonesian citizens.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ike Farida sebagai salah satu warga Negara Indonesia yang melakukan
perkawinan campuran WNI dan WNA, dengan pria berkewarganegaraan Jepang,
mendapatkan perlakuan diskriminatif sehingga tidak bisa mendapatkan Hak Milik
Atas Tanah dan Hak Guna Bangunan seperti yang diatur dalam UU No. 5 tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA)
dilanggar akibat berlakunya Beberapa Pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yaitu Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1).*
Berlakunya Pasal tersebut selama ini memunculkan beberapa persoalan ketika

terdapat warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan

! Majalah konstitusi, Perjanjian dalam Ikatan Perkawinan, No. 117 November, 11.



seseorang berwarga Negara lain, yang mengakibatkan warga Negara Indonesia
tersebut tidak dapat memiliki haknya, seperti yang tecantum dalam konstitusi
(Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945) atau yang lazim
disebut sebagai Hak Konstitusional. Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1)
UUPA? hanya membolehkan warga Negara Indonesia saja yang berhak untuk
memperoleh Hak Milik maupun Hak Bangunan atas Tanah di wilayah Indonesa.
Ketentuan tersebut menjadi problematika bagi warga Negara yang menikah
dengan warga asing atau yang dikenal dengan istilah perkawinan campuran, sebab
dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur norma bahwa harta
benda yang diperoleh setelah dan selama perkawinan menjadi milik bersama.’?
Secara eksplisit Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketika salah seorang warga
Negara Indonesia yang menikahi warga Negara asing, kemudian memiliki tanah
atau hak bangunan maka secara otomatis warga Negara Asing tersebut dapat
memperoleh hak milik ataupun hak guna bagunan yang dilarang oleh UU untuk
dimiliki warga asing, walaupun harta benda tersebut mereka peroleh secara
bersama.

Pada dasarnya masalah tersebut dapat diantisipasi dengan ketentuan perjanjian
perkawinan, yaitu melakukan pemisahan harta benda warga Negara Indonesia
yang menikah dengan warga Negara asing melalui perjanjian perkawinan menurut
UU Perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dilakukan pada sebelum atau pada

saat perkawinan berlangsung seperti yang termaktub dalam Pasal 29 ayat (1), (3),

2 Lihat Pasal 21 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960, lihat juga Pasal 36 ayat (1).
® Lihat Pasal 35 ayat (1) UU No, 1974.



dan (4) UU Perkawinan.® Namun sebagian besar warga Negara yang melakukan
perkawinan campuran tidak memperhitungkan persoalan tersebut sehingga, dalam
praktiknya banyak warga Negara Indonesia yang terenggut Hak Konstitusionalnya
dalam memliki property layaknya warga Negara Indonesia pada umumnya.® Oleh
karena itu, lke Farida sebagai salah satu pelaku perkawinan campuran
menggungat keberadaan Pasal 29 Ayat (1), (2), (4) UU Perkawinan ke Mahkamah
Konstitusi.

Sebagaimana kronologi diatas kemunculan putusan tersebut tidak terlepas dari
dampak signifikan perceraian terhadap kedua belah pihak, baik dari pihak laki-
laki maupun pihak perempuan, terutama dalam hal pemisahan harta bersama.
Dalam situasi ini sebagian dari mereka baru menyadari bahwa perjanjian
perkawinan dalam pernikahan itu sangat penting, terutama pernikahan yang
terjadi antara WNI (Warga Negara Indonesia) dan WNA (Warga Negara Asing).

Namun sebagaimana yang dipahami, sebelum putusan MK dikeluarkan
perjanjian pernikahan hanya bisa dilangsungkan sebelum, atau disaat hari
pernikahan, seperti yang tertera dalam Pasal berikut: Pasal 29 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan mengatur masalah perjanjian adalah
sebagai berikut:

pada waktu atau seblum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

* Lihat Pasal 29 ayat (1), (2), (4).

® Rulita Anggraini sebagai saksi yang diajukan pemohon dan sekaligus pelaku perkawinan
campuran dalam kesaksiannya pernikahan tersebut layaknya hanya bertujuan untuk membentuk
keluarga sejahtera yang bisa hidup semati seperti yang diamanatkan UU Perkawinan dan ajaran
agama yang dilandasi cinta yang tulus dan murni. Dan tanpa pernah sedikitpun terlintas di benak
saksi dan suamu harus mempermasalahkan harta atau membayangkan adanya perceraian. Lihat
putsan MK No. 69 PUU/XI11/2015, 112.



Pegawai Pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Penjelasan dalam Pasal 29 ini menjelaskan bahwa sebuah perjanjian dalam
pasal tersebut tidak termaksud dalam taklik talak.®

Namun hal ini terkadang luput dari perhatian para pelaku perkawinan
campuran, untuk mempertimbangkan dan menyusun perjanjian perkawinan
sebelum perkawinan tersebut berlangsung. Sebab sebagaimana alasan yang
diungkap dalam latar belakang tersebut para pelaku perkawinan campuran tidak
memikirkan konflik yang mungkin akan timbul kedepannya, terlebih kesediaan
mereka untuk menjalin ikatan perkawinan tidak didasari oleh pertimbangan
materialisme.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan
diktum putusan secara konstitusional bersyarat (constitutionally condition)’ Pasal
29 ayat (1), (2), (3) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sekaligus juga
menjadi putusan kedua yang dikabulkan oleh MaK terkait relevansi dan eksistensi

UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 yang

¢ Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam Di Indosesia Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),
127.

" Selain putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), dalam perkembangan
putusan juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan putusan tidak konstitusional
bersyarat (conditionally unconstitutional). Pada dasarnya, sebagaimana argumentasi dari
diputuskannya putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), putusan tidak
konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) juga disebabkan karena jika hanya
berdasarkan pada amar putusan yang diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan
permohonan ditolak, 384 maka akan sulit untuk menguji UU di mana sebuah UU seringkali
mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang sangat umum itu
belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD atau tidak.
Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,
diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: 2010), 144.



memperbolehkan perjanjian perkawinan pada waktu pernikahan tersebut
berlangsung adalah:

“pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan
keduda belah pihak atas tujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis
yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana
isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tengsangkut”.8

Terbitnya putusan ini tidak lain karena pasangan perkawinan campuran WNI
dan WNA tidak melakukan perjanjian pernikahan, hal ini berakibat pada hak-hak
konstitusional mereka untuk memiliki dan menikmati tanah atau bangunan
(property) sehingga mereka merasa sangat terdiskreditkan oleh negara, hal
tersebut dipandang sangat merugikan terutama dari pihak WNI, karena pada
dasarnya berdasarkan hak konstitusional yang mereka miliki tidak menghalangi
mereka untuk mendapatkan hak-hak tersebut.

Seiring berjalannya waktu terdapat banyak pendapat positif tentang Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/ 2015, menarik perhatian peneliti
untuk mengkaji lebih mendalam dengan memakai pendekatan hukum Islam
sebagai tinjauan hukum dalam segala aspek kehidupan melalui analisa Sadd al-
dzari‘ah sebagai salah satu metode penemuan hukum yang diprakarsai oleh para
ahli figih klasik.

Menurut Ibnu Qayyim Sadd al-dzari‘ah dengan karakteristik pedekatannya
dibedaknan menjadi dua kelompok, dan masing-masing kelompok memiliki

empat indikator penting yaitu: 1) dengan memandang pada akibat (dampak) yang

8 putusan MK No. 69/PUU-XI11/2015, 156.



memiliki empat indikator: pertama, al-dzari‘ah yang pada dasarnya memang
membawa kepada kerusakan, kedua, al-dzari‘ah yang di tentukan untuk sesuatu
yang mubah, namun di tunjukkan untuk perbuatan buruk, ketiga, al-dzari‘ah
yang semula di tentukan untuk mubabh, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun
biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakannya lebih besar
daripada kebaikannya, keempat, al-dzari‘ah yang semula ditunjukan untuka
mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan sedangkan kerusaknnya
lebih kecil dari pada kebaikannya. 2) dari segi tingkat kerusakannya, Abu Ishak
al-Syatibi membaginya menjadi empat bagian: pertama, al-dzari‘ah yang
membawa pada kerusakan secara pasti, kedua, al-dzari ‘ah yang membawa kepada
menurut biasanya, ketiga al-dzari‘ah yang membawa kepada perbuatan yang
terlarang menurut kebanyakan, keempat, al-dzar7 ‘ah yang jarang sekalai mebawa
kepada kerusakan atau kebaikan.’

Dalam hal ini peneliti memilih fokus dalam konsep sadd al-dzari‘ah yang
dikembangkan oleh Ibnu Qayyim yang menjadikan sadd al-dzari‘ah sebagai
filsahat hukum Islam dengan mengkrucutkan lebih spesifik lagi pada bagian
pengelompokan sadd al-dzari ‘ah, yaitu kelompok satu pada bagian ketiga yaitu
al-dzari‘ah yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan,
namun sampai kepada kerusakan dan kerusakan tersebut lebih besar daripada
manfaat yang ditimbulkan.

Beberapa uraian diatas menarik peneliti untuk melakukan penelitian secara

komprehensif mengenai kebijakan pelaksanaan perjanjian perkawinan yang

® Amir Syarifuddin, USHUL FIQH, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP), 427-429.



dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan lebih khususnya perkawinan
campuran ditinjau melaluli metode pendekatan sadd al-dzari‘ah yang
dikembangkan oleh Ibnu Qayyim.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahn
dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana perjanjian perkawinan campuran sebelum dan sesudah
terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015?
2. Bagaimana perjanjian perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XI111/2015 ditinjau dari Sadd Al-Dzari ‘ah?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah-masalah
sebagaimana terumuskan dalam rumusan masalah:
1. Untuk mengetahui perjanjian perkawinan campuran sebelum dan sesudah
terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015?
2. Untuk mengetahui perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI111/2015 ditinjau dari Sadd Al-Dzari‘ah?
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memberi manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang
secara praktis.
1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan

tentang hukum islam mengenai perjanjian perkawinan, dan memperoleh



penjelasan dengan jelas tentang perjanjian perkawinan yang dilakukan
setelah pernikahan,

2. Secara Praktis

1) Manfaat bagi penulis

Penelitian digunakan sebagai tambahan informasi dan wawasan
pengetahuan tentang perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah
perinikahan. Serta merupakaan pelajaran berharga juga dapat
mengaktualisasi diri sebagai mahasiswa dalam mengembangkan ilmu

hukum, khususnya selama menjalani pendidikan.

2) Manfaat bagi lembaga

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai kepustakaan yang
dijadikan sarana pengembangan wawasan keilmuan khususnya
jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah dan juga sebagai sumbangan
pemikiran bagi akademisi dan praktisi hukum dalam pihak yang
mempunyai keterkaitan dalam menangani masalah yang berkaitan
dengan perjanjian perkawinan.

E. Definisi Operasional
1. Dalam KUHPerdata (BW) tentang perjanjian kawin umumnya ditentukan
dalam Pasal 139-154. dalam Pasal 139 dikatakan bahwa dengan
mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak

menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang



sekitar persatuan harta kekayaan, asal perkawian itu tidak menyalahi tata
susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala
ketentuan di bawah ini menurut Pasal berikutnya. Menurut Pasal 29 UU
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa “pada waktu
atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuannya
bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga sepanjang puhak ketiga tersangkut”. Yang
dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk ‘taklik talak.™®
2. Perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pengertian di antara
yang dinyatakan dalam perundangan dan yang sering dinyatakan anggota
masarakat sehari-hari. Khusus di dalam perundangan terdapat perbedaan
pengeri dan dianatara yang dinyatakan dalam Peraturan Tentang
Perkawinan Campuran atau Regeling Opde Gemengde Huwelijken (GHR)
KB. 29 Mei 1896 No. 23 S.1898 N. 158 dan yang dinyatakan dalam UU
No. 1 Tahun 1974 yang sekarang berlaku. GRH S. 1898 No. 158 Pasal 1
meneyebutkan bahwa “yang dinamakan perkawinan campuran, ialah
perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-
hukum yang berlainan”, yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan
antara orang golongan hukum Eropa dengan orang golongan hukum
pribumi (Indonesia) atau antara orang Eropa dengan Timur Asing, atau

antara orang Timur Asing dengan Probumi (Indonesia) dan sebagainya.

19 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum
Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 52.
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Menurut Sudargo Gautama pengertian “hukum yang berlainan ini”, di
antaranya dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan,
kependudukan dalam berbagai “region” kerajaan Belanda, golongan rakyat
(bevolkingsgroep, landaard), tempat kediaman atau agama. Dengan
demikian kita mendapatkan perkawinan capuran internasional, perkawinan
campuran antar-regio (interregional), perkawinan campuran antar tempat
(interlocaal), perkawinan campuran antargolongan (intergentiel) dan

perkawinan campuran antar agama.**
3. Sadd (3) Artinya, menutup, menghalangi, al-dzari‘ah (A= ) atau
Dzari’ah artinya, bahaya-bahaya.
Sadd al-dzari‘ah atau al-dzari‘ah yang di maksud dalam ushul figih
adalah:
sl i o g ey AS10T 1 e A
Artinya :“ suatu masalah yang tampaknya mudah, tetapi (kemungkinan) bisa
menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).” 12
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Perjanjian perkawinan pada perkawianan campuran pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 Diinjau Dari sadd al-dzar: ‘ah, yang sumber
hukumnya berupa kitab-kitab atau atau karya tulis lainnya maka penelitian ini

termasuk dalam kategori penelian yuridis normatif atau penelitian hukum

doktrinal, dalam penelitian hukum jenis ini, hukum seringkali dikonsepkan

1 Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1996), 2.
12 Basiq Dzalil, llmu Ushul Figih 1 dan 2, (Jakarta: Kencana 2010), 165.
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sebagai apa yang tertulis sebagai peraturan perundang-undangan (law in books)
atau sebagai kaidah yang merupakan patokan prilaku manusia yang dianggap
pantas.’®

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan
cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian karya ilmiah
dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian grand method yaitu libraly
research, field research, dan bibliographic research.'*

Berdasarkan subjek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis
metode di atas, pada penelitian ini dugunakan metode penelitian library research
atau penelitian kepustakaan. Hal ini berdasarkan objek penelitian yang dikaji
berkaitan tentang bahan-bahan hukum yang berkaitan terntang sadd al-dzari‘ah
dan perjanjian perkawinan terhadap perkawinan campuran pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII1/2015, sebagai salah satu upaya
positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional.*

2. Pendekatan Penelitian

Pedekatan penelitian adalah metode atau cara megadakan penelitian agar
peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang
dicari jawabannya.’® Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu yuridis-normatif,

penulis menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dalam

13Cik Hasan Bisri, pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial, (Cet. I, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), 118.

YAdapun yang dimaksud dengan library research ialah karya ilmiah yang didasarkan pada
literatur atau pustaka; field research, ialah penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan;
dan biblioraphi research, ialaha penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung
dalam teori. Neong Mubhajir, metode penelitian Kualitatif (Yogyakarta, Rake Surasin, 1998), 159.
BJhanny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu Media
Publishingm 2006), 93.

®Syharismi arikunto, Prosedur Penelitan: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rieneka Cipdta,
2002), 23.
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penelitian ini, yang mana disini terdapat dua pendekatan yang pertama dari segi
ilmu PUU dan yang kedua dari segi ilmu Ushul Figh.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan konseptual (Conceptual
Approach) pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting
sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu
hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum Kketika
menyelesaikan isu hukum vyang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan
memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep
hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.’” Dalam hal ini
mempunyai korelasi terhadap salah satu metode hukum Islam yaitu sadd al-
dzart‘ah yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI11/2015.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data, sebab dalam penelitian
hukum normatif yuridis sumber hukum penelitian diperoleh dari perpustakaan
bukan lapangan, sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum.'® Lebih lanjut
pada penelitian yuridis normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar penelitian
yang disebut dengan bahan hukum sekunder dan terbagi menjadi tiga bagian yaitu
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat

autoritatif, yang artinya memiliki otoritas lebih dalam proses

Ypeter Mahmud Marzuki, penelitian Hukum ( Jakarta: Kencana, 2010), 93.
¥peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. ( Jakarta: Kencana, 2010), 93.
¥Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 31-32.
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penelitian. Dimana dalam penelitian ini fokusnya tentang
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015
ditinjau dari melalui metode sadd al-dzar7‘ah dan peraturan
perundang-undangan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat
menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer. Dalam hal ini meliputi buku-buku, jurnal,
dokumen atas literatur lain yang berkatan dengan penelitian ini,
diantaranya

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, diantaranya

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research),
maka langkah-langkah yang harus ditempuh dalam teknik pengumpulan bahan
hukum adalah mencari dokumen-dokumen dan menemukan bahan hukum yang
berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan, membaca dan meneliti bahan
hukum yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dan
mencatat bahan hukum secara sistematis dan konsisten.*
5. Metode Pengolahan Dan Analisi Data

Secara umum pengumpulan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara

menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal,

Cik Hasan Bisri, Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 10.
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terutama relasi antara unsur yang mencakup dalam masalah penelitian. Dalam

penelitian normatif analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan

metode analisis deskriptif dan metode analisis isi (content analysis).?

Pengelolahan data ini meliputi:

a. Pemeriksaan editing (editing), adalah seleksi atau pemeriksaan

ulang terhadap bahan hukum yang terlah terkumpul. Kemudian
bahan hukum yang sudah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam
pengumpulan bahan hukum, untuk menjawab pertanyaan yang
terkandung dalam fokus penelitian. Dimana hal ini berutujuan
untuk memeriksan kesalahan jika terdapat tidak kesesuaian®
dengan variabel yang dikaji dalam penelitan ini. Pada penelitian
pemeriksaan ulang dilakukan berdasarkan ragam pengumpulan
bahan hukum yang diperoleh tentang harmonisasi hukum antara
sadd al-dzari‘ah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XI11/2015.

Klasifikasi (clashifying) adalah mengkalsifikasi bahan hukum.
Dimana hasil kerja awal pada penelitian bahan hukum yang
terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang
diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini
yaitu peneliti melakukan pengelompokan hasil penelitian bahan
hukum vyang diperoleh berdasarkan fokus penelitan yakni

pengkajian perjanjian perkawinan yang diterapkan dalam Putusan

! Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

126.

22 Husin Suyuti, Pengantar Metodelogi Riset, (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), 64.
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Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11//2015 yang ditinjau
melalui konsep teori sadd al-dzar7 ‘ah.

c. Analisis (analyising) adalah analisa hubungan bahan hukum yang
telah dikumpulkan dimana hal ini sebagai upaya analisis dengan
menghubungkan apa yang telah ditemukan pada bahan hukum
yang diperoleh dengan fokus masalah tentang perjanjian
perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI11/2015.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
kualitatif dan analisis isi (contents analysis). Analisis deskriptif kualitatif
merupakan  cara  mendeskripsikan, = menjelaskan, = menguraikan  dan
menggambarkan sesuatu yang diteliti dengan jelas yang ringkas, sedangkan
analisis isi (contents analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan
mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa,
dalam penelitian ini pengimplementasian perjanjian perkawinan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 dibedah secara mendetail
dengan menggunakan teori sadd al-dzar7 ‘ah guna menemukan keselarasan hukum
antara produk hukum dan doktrin hukum islam sehingga dapat menciptakan
efektifitas hukum dalam masyarakat terutama terkait masalah perjanjian
perkawinan. Analisis deskriptif kualitatif dan analisis isi (content analysis) hasil
penelitian yang diuraikan dapat disusun secara sistematis, sehingga tampak jelas
dan mudah dipahami makna implementasi perjanjian perkawinan ke dalam politik

kebijakan hukum di Indonesia.
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G. Penelitian Terdahulu
Pentingnya penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui permasalahan yang

[3

akan dilakukan terkait dengan “ perjanjian perkawinan terhadap perkawinan
campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015 yang di
tinjau melalui metode sadd al-dzar7 ‘ah.
1. Dewi Mulyati, dalam jurnalnya tentang Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan
Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara
Asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum
dalam pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan warga
negara indonesia dengan warga negara asing dan untuk menganalisis
kewenangan notaris terhadap pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam
perkawinan warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Dari hasil
penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan perjanjian kawin
dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang
membuatnya. Akta perjanjian yang dibuat di Notaris dapat dijadikan
sebagai alat bukti tertulis di pengadilan jika dikemudian hari terjadi
permasalahan. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata dan Kewenangan
notaris dalam Pasal 15 UUJN menyebutkan notaris berwenang membuat
akta otentik terkait segala perjanjian. Notaris harus mampu memberikan
Kepastian hukum di dalam kehidupan masyarakat karena di dalam akta
tersebut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan

kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Akta

Notaris sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna
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menjadikan kedudukan akta Notaris sebagai alat bukti yang pertama dan
utama dalam hukum pembuktian perdata, sehingga pembuatan perjanjian
kawin haruslah menggunakan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris
dan tidak lagi membuat dalam bentuk perjanjian dibawah tangan dengan
tujuan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang membuatnya
sehingga dapat dijadikan alat bukti jika terjadi permasalahan dikemudian
hari.?

2. Firman Hidayat, jurnal tentang Tinjauan Asas Kepastian Hukum,
Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat
Oleh Notaris. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada bahwa
Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1
Tahun 1991 dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk melindungi hak
dan kewajiban suami istri saat kehidupan perkawinan berlangsung.
Perjanjian kawin ini dibuat harus berdasarkan persetujuan bersama dan
disahkan oleh pencatat perkawinan, yang idealnya mengandung aspek
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan Perjanjian kawin yang dibuat
tidaklah boleh merugikan pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian
pihak ketiga berkaitan dengan hak-hak pihak ketiga mendapat
perlindungan secara hukum, hal ini cukup jelas diatur dalam ketentuan

tersebut diatas. Sehingga apabila perjanjian kawin tidak memberikan

2% Dewi Mulyati, Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara
Indonesia Dengan Warga Negara Asing. Jurnal 1US Vol V, nomor 2 Agustus.
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perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka
demi hukum perjanjian kawin tersebut batal.?*

3. Eva Dwinopianti, dalam jurnalnya Implikasi dan Akibat Hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 terhadap Pembuatan
Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di hadapan
Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Putusan
Mahkamah Konstitusi No 69/PUUXII/2015 dan akibat hukum atas
pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK terhadap status harta
dan pihak ketiga yang merasa dirugikan atas perjanjian tersebut. Penelitian
ini merupakanpenelitian normatif dengan menggunakan pendekatan
undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015 terhadap pembuatan akta
perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat dihadapan Notaris
merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang Kini
dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa
harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang.
Sedangkan akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah
kawin sebelum Putusan MK yaitu terjadinya perubahan terhadap status
harta suami-istri dan mengikat kedua belah pihak serta terhadap pihak
ketiga. Kemudian daripada itu pasca Putusan MK akibat hukum

pembuatan perjanjian perkawinan setalah kawin terhadap status harta

24 Firman Hidayat, Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Akta
Perjanjian Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris, Juranal Akta, Vol. VV, nomor 4 Desember 2017.
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bersama inheren (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya
perjanjian tersebut dan mengikat terhadap pihak ketiga.?

Moh. Zainullah, 12210123, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahm Malang, perlindungan hak konstitusional warga
negara atas hak guna bangunan hak milik atas tanah (telaah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/ 2015), penelitian ini berfokus
pada putusan MK yang relatif baru dikeluarkan. Penelitian ini melihat
aspek konstitusional sebagai bagian dari hak yang dilanggar sebagai akibat
dari penerapan UU Perkawinan. Hasil penelitian ini pertaman adalah
bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI11/2015 pelaku pekawinan tidak dapat menikamti Hak Milik dan Hak
Guna Bangunan sebab perjanjian perkawinan hanya dibatasi sebelum
maupunpada saat perkawinan berlangsung, namun setelah putusan tersebut
perjajian perkawinan dapat dilakukan selama perkawian tersebut
berlangsungdan ketentuan tersebut menjadi pintumasuk untuk memperoleh
hak guna dan hak bangunan. Hasil penelitian selanjutnya adalah MK
dengan kewenangannya sebagai enterpreuter ulang konstitusi dan
perlindungan hak konstitusional warga Negara memberi tafsir ulang

terhadap pasal-pasal tersebut sebab bertentangan dengan 28E ayat (2)

% Eva Dwinopianti, Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI111/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di
Hadapan Notaris. Jurnal No.1 VOL, 2 JANUARI 2017.



20

UUD 1945 dimana seluruh warga Negara berhak dan bebas melakukan

perjanjian.?®

%6 Moh. Zainullah, Perlindungan hak konstitusional Warga Negara Atas Hak Guna Bangunan Hak
Milik Atas Tanah (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XI11/ 2015), Skripsi,
(Malang: UIN Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahm, 2017)
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NO | PENULIS | JUDUL JENIS FOKUS HASIL
1. Dewi Pelaksanaan | Normatif perlindunga | pembuatan
Mulyati Perjanjian empiris n  hukum | perjanjian
Pemisahan dalam kawin dapat
Harta Dalam pembuatan | memberikan
Perkawinan perjanjian perlindungan
Warga pemisahan | hukum bagi
Negara harta dalam | para pihak
Indonesia perkawinan | yang
Dengan warga membuatnya.
Warga negara Akta perjanjian
Negara Asin indonesia yang dibuat di
Implementati dengan Notaris  dapat
on Oof warga dijadikan
Separation negara sebagai alat
Property asing. bukti tertulis di
Agreement In pengadilan jika
Marriages di  kemudian
Between hari terjadi
Indonesian permasalahan.
Citizen And Berdasarkan
Fofreign Pasal 1868
Citizen KUHPerdata
dan
Kewenangan
notaris  dalam
Pasal 15 UUJN
menyebutkan
notaris
berwenang
membuat  akta
autentik terkait
segala
perjanjian
2. Eva Implikasi dan | Normatif Implikasi menunjukkan
Dwinopia | Akibat Putiusan bahwa
nti Hukum Mahkamah | implikasi
Putusan Konstitusi | Putusan
Mahkamah Nomor Mahkamah
Konstitusi 69/PUU- Konstitusi
Nomor XI111/2015 Nomor
69/PUU- terhadap 69/PUU-
XI11/2015 pembuatan | XI11/2015
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terhadap akta terhadap
Pembuatan perjanjian pembuatan akta
Akta perkawinan | perjanjian
Perjanjian perkawinan
Perkawinan setelah  kawin
Setelah yang dibuat
Kawin yang dihadapan
Dibuat di Notaris
hadapan merubah
Notaris mekanisme
hukum
pembuatan
perjanjian
perkawinan
yang kini dapat
dibuat selama
ikatan
perkawinan
berlangsung
oleh  Notaris
tanpa harus di
dahului dengan
penetapan
pengadilan
yang
berwenang
Firman Tinjauan Perjanjian Perjanjian
Hidayat Asas perkawinan | kawin ini
Kepastian yang diatur | dibuat  harus
Hukum, dalam berdasarkan
Keadilan, Undang- persetujuan
Dan Undang bersama  dan
Kemanfaatan Nomor 1 | disahkan oleh
Dalam Akta Tahun 1974 | pencatat
Perjanjian Tentang perkawinan,
Kawin Yang Perkawinan | yang idealnya
Di Buat Oleh dan mengandung
Notaris Kompilasi | aspek kepastian
Hukum hukum,
Islam keadilan, dan
Inpres kemanfaatan
Nomor 1 | Perjanjian
Tahun 1991 | kawin yang
dapat dibuat tidaklah
dijadikan boleh

sebagai

merugikan
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sarana
hukum
untuk
melindungi
hak dan
kewajiban
suami istri
saat
kehidupan
perkawinan
berlangsung

pihak  ketiga
sebagaimana
ditentukan
dalam Pasal 29
UU No 1
Tahun 1974,
Dengan
demikian pihak
ketiga
berkaitan
dengan hak-hak
pihak  Kketiga
mendapat
perlindungan
secara hukum,
hal ini cukup
jelas diatur
dalam
ketentuan
tersebut diatas.
Sehingga
apabila
perjanjian
kawin tidak
memberikan
perlindungan
hukum
sebagaimana
ditentukan
dalam Pasal 2
ayat (2), maka
demi  hukum
perjanjian
kawin tersebut
batal

Moh.
Zainullah

Perlindingan
Hak
Konstitusi
Warga
Negara atas
Hak  Guna
Bangunan
Hak  Milik
atas  Tanah
(Telaah
Putusan

Normatif
(Kepustakaa

n)

Putusan
Mahkamah
Konstitusi
yang relatif
baru
dikeluarkan

bahwa sebelum
adanya putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
69/PUU-
XI111/2015
pelaku
pekawinan
tidak dapat
menikamti Hak
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Mahkamah
Konstitusi
Nomor
69/PUU-
X111/ 2015)

Milik dan Hak
Guna
Bangunan
sebab
perjanjian
perkawinan
hanya dibatasi
sebelum
maupunpada
Saat
perkawinan
berlangsung,
namun setelah
putusan
tersebut
perjajian
perkawinan
dapat dilakukan
selama
perkawian
tersebut
berlangsungdan
ketentuan
tersebut
menjadi  pintu
masuk  untuk
memperoleh
hak guna dan
hak bangunan

H. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini bisa terkonstruk dengan baik dan dapat ditelusuri

dengan mudah, penulisan ini

pembahasan, antara lain sebagai berikut;

disusun dengan menggunakan sistematika

Pada bab | pendahuluan menjelaskan tentang konsep perjanjian perkawinan

dalam hukum keluarga Islam beserta problematika dalam rumah tangga yang

berakibat perceraian, terhadap pelaksanaan perkawianan campuran, setelah




25

keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII1/2015 yang
menjelaskan bahwa diperbolehkannya melakukan perjanjian perkawinan seletah
meni kah dan konsep sadd al-dzari‘ah, dua kajian tersebut kan dipertautkan agar
menjadi koinheren satu sama lainnya.

Selanjutnya dalam bab Il dimasukkan kajian teori. Dari kajian teori ini
diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan
yang ditemukan dalam objek peneltian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XI11/2015 memperbulahkan perjanjian perkawinan setelah
berlangsungnya sebuah pernikahan, terutama pada perkawinan campuran anatara
WNI dan WNA vyang digunakan dalam proses analisis. Kajian teori dapat
dijadikan rujukan pembahasan atas sebuah masalah yang nantinya akan diteliti.

Dalam bab Il akan membahas hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini
diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature yang
kemudian di edit, diklasifikasikan, diverivikasi dan di analsisi untuk menjawab
rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pembahasan terakhir yaitu bab IV penutup, merupakan bab terakhir yang
berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan
ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan
masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai
dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah adalah usulan atau anjuran kepada
pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema
yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian

berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB I1
PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-X111/2015 DI TINJAU
SADD AL-DZARI‘AH

A. Perjanjian Perkawinan
1. Perjanjian Perkawinan Dalam Perundangan

Dalam KUHPerdata (BW) tentang perjanjian kawin umumnya ditentukan
dalam Pasal 139-154. Dalam Pasal 139 dikatakan bahwa dengan mengadakan
perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa
penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan,
asal perkawian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan
asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut Pasal berikutnya.

Menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan

26
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bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas
persetujuannya bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan
oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap
pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Yang dimaksud dengan
perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk ‘taklik talak.?’

Perjanjian tersebut tidak dapat dilangsungkan bilamana melanggar batas-batas
hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 Ayat 2), perjanjian tersebut mulai berlaku
sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 Ayat (3). Selama perkawinan
berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari keduabelah
pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak
ketiga.

Apabila dibandingkan antara Pasal 139 KUHPerdata dengan Pasal 29 UU
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan nampak perbedaannya. Tekanan
KUHPerdata pada perrsatuan harta kekayaan sedangkan UU Perkawinan lebih
terbuka tidak saja menyangkut perjanjian kebendaan tetapi juga yang lain. Di
dalam suatu acara perkawinan di kalangan penganut agama Islam di
Tanjungkrang yang penulis ketahui terjadi perjanjian antara suami dan istri yang
tertulis diatas kertas bermaterai dan disaksikan oleh pegawai pencatat perkawinan
dan dua orang saksi, bahwa atas permintaan mempelai wanita sang suami setelah
perakwinan akan membangunkan rumah yang baik untuk tempat kediaman dan

atas nama istri dan suami berjanji pula tidak akan kawin lebih dari sorang istri

2" Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum
Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 52.
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(dimadu). Kebetulan perkawinan tersebut dapat dipenuhi suami dan istrinya
sampai umur tua rukun dan bahagia.

Andai kata kehidupan suami istri itu tidak bahagia dan tidak kekal dan
terjadinya cerai hidup antara suami dan istri. Jika terjadinya perceraian karena
salahnya suami kawin lagi dengan wanita lain. Apabla bangunan rumah belum
dibangun suami, maka istri berhak menuntut agar bekas suaminya memenuhi
janjinya, tetapi jika perceraian terjadi karena kesalahan istri misalnya, karena istri
berzina, maka istri tidak berhak menuntut, malahan seharusnya keluar dari rumah
tangga/keluarga suaminya. Demikian anggapan umum yang dipengaruhi oleh
hukum adat dan hukum Islam. Mungkin bagi penganut agama lain atau katakanlah
masyarakat modern Pasal perjanjian tersebut masih tetap berlaku dan perbuatan
zina istri itu dapat dimaafkan.

Dalam pembahasan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
memang benar bahwa perjanjian dimaksud bukan termasuk taklik talak dalam
perkawinan Islam yang dibacakan mempelai pria di muka umum setelah selesai
upacara ijab kabul, sebagaimana bentuk yang telah ditetapkan Menteri Agama
untuk seluruh Indonesia. Taklik talak di Indonesia tidak bersifat bilateral tetapi
bersifat unilateral, oleh karera ia bukan saja mengikat bagi yang mengucapkannya
tetapi juga nenjadi semua berhak pihak-pihak lain yang tersebut dalam pernyataan

itu,28

%8 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum
Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 54.
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a. Perjanjian dalam Hukum Adat

Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku
dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk
keluarga/kerabat mereka, misalnya perjanjian tentang status suami dan istri
setelah pernikahan apakan di pihak kerabat pria atau di pihak kerabat wanita
(dalam bentuk kawin jujur atau kawin semanda), apakah berkedudukan sebagai
suami penerus (dalam adat Lampung, tegaktegi) atau hanya sebagai pemeliharaan
apakah istri berkedudukan sebagai isteri pertama (ratu) atau isteri biasa. Perjanjian
tentang ‘ujang jujur’ (adat lampung segreh) dan harta bawaan istri (adat lampung
Sesan). Perjanjian tentang kedudukan suami atau istri berasal dari suku (adat)
yang lain (kawin masuk warga adat). Perjanjan tentang pemisahan harta pencarian
(adat minang, harta suarang) antara suami dan isteri. Perjanjian tentang mas kawin
hutang dan sebagainya.?

Sebagian besar perjanjian itu tidak dibuat secara tertulis tetapi diumumkan di
hadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan.
Perjanjian perkawinan adat kebanyakan tidak memerlukan pengesahan pegawai
pencatat perkawinan tetapi perlu diketahui oleh kepala adat/kepala kerabat kedua
pihak. Dalam masyarakat penganut agama Islam perjanjian perkawinan ini
termasuk yang berlaku dalam ajaran Islam di luar taklik talak.

b. Perjanjian Dalam Hukum Agama Islam
Dalam hukum Islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika

perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai syarat perkawinan

2% Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum
Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 54.
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berdasarkan hadis Nabi. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat

perbedaan pendapat antara ulama madzhab Syafi’l, Hanafi, Hanbali itu sebagai

berikut:*

1.

Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap istri ialah seperti
membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah
kediaman. Sepakat para ulama perjanian ini wajib dipenuhi suami
kepada istri.

Perjanjian bahwa istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya,
tidak boleh dibawa merantau, istri tidak boleh dimadu, menurut Imam
Hambali perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi’i,
Hanafi dan maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.
Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu istri yang ada
untuk melangsungkan perawinan yang baru. Sepakat para ulama tidak
wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Nabi meruntuhkan rumah
tangga yang sudah ada.

Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar
suami, nafkah tidak diberkan suami, istri tidak mendapat giliran yang
sama, suami hanya semalam saja datang pada istri dalam satu minggu,
istri yang akan menafkahi suami, sepakat para ulama perjanjian
tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena tidak
sah.

Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu
saja) (nikah mut’ah) atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh
bercerai (nikah muhallil) atau dimana suami terlebih dulu agar
mengawinkan anak a\wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas
kawin (nikah syigar). Perjanjian demikian batal dengan sendirinya
karena tidak sah.

c. Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1975 Tentang Perkawinan

Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mengatur masalah perjanjian perkawinan yang berbunyi selengkapnya sebagai

berikut:

%0 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum
Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 55.
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1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian terebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, agama, dan kesusilaan.

3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat
diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk
mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.*:

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini

tidak termasuk taklik talak,

Syarat-syarat perjanjian perkawinan, sebagaimana telah dikemukakan
bahwa perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon
suami dan istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada
umumnya, sebab satu sama lain terikat pada pasal 1320 KUHPerdata tentang
syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian. Adapun untuk sahnya persetujuan-
persetujuan diperlukan empat syarat yaitu:**

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Sesuatu hal tertentu.

31 DR.Mardani. Hukum Islam( Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia ) edisi
kedua, (Jakarta: KENCANA, Februari 2015), 76.

%2 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Depk: Rajawali Pres, Juli 2015), 127.

%% Damanhuri, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Jakarta: Mandar Maju,
2007), 88.
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4. Suatu sebab yang halal.

Adapun Kadir Muhammad menyatakan bahwa persyaratan perjanjian

perkawinan adalah sebagai berikut:

1.

2.

Dibuat pada waktu atau sebelum perkawian dilangsugkan.

Dalam bentuk tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah.

Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum,
agama dan kesusilaan.

Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak
dapat diubah.

Perjanjian dimuat dalam akta Perkawinan (Pasal 12 PP No. 9

Tahun 1975)%*

Adapun akibat dan tujuan-tujuan perjanjin perkawinan adalah:

1.

Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang
mempunyai perseimbangan yang timbal balik atas dasar
kewenangan yang terbuka bagi setiap orang.

Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlakukan bagi setiap
kewenangan.

Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan

yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau yangn

% Damanhuri, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Jakarta: Mandar Maju,

2007), 88.
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bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari
kewenangan tersebut.®
2. Perkawinan Campuran

Istilah perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pengertian di
antara yang dinyatakan dalam perundangan dan yang sering dinyatakan anggota
masarakat sehari-hari. Khusus di dalam perundangan terdapat perbedaan
pengertian dan dianatara yang dinyatakan dalam Peraturan Tentang Perkawinan
Campuran atau Regeling Opde Gemengde Huwelijken (GHR) KB. 29 Mei 1896
No. 23 S.1898 N. 158 dan yang dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan yang sekarang berlaku.

GRH S. 1898 No. 158 Pasal 1 meneyebutkan bahwa “yang dinamakan
perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia
tunduk kepada hukum-Aukum yang berlainan”, yang dimaksud ialah jika terjadi
perkawinan antara orang golongan hukum Eropa dengan orang golongan hukum
pribumi (Indonesia) atau antara orang Eropa dengan Timur Asing, atau antara
orang Timur Asing dengan Pribumi (Indonesia) dan sebagainya.

Menurut Sudargo Gautama pengertian “hukum yang berlainan ini”, di
antaranya dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan
dalam berbagai “region” kerajaan Belanda, golongan rakyat (bevolkingsgroep,
landaard), tempat kediaman atau agama. Dengan demikian kita mendapatkan

perkawinan  capuran internasional, perkawinan campuran  antar-regio

% Damanhuri, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Jakarta: Mandar Maju,
2007), 21.
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(interregional), perkawinan campuran antar tempat (interlocaal), perkawinan
campuran antar golongan (intergentiel) dan perkawinan campuran antar agama.*®

UU Perkawinan mengatur perkawinan campuran secara tersendiri. Terinci
sampai pelaksanaan dan pencatatan serta akibat hukumnya. Ketentuan tersebut
dilengkapi dengan peraturan hukum lama yang masih berlaku sebagaimana
ditentukan oleh Pasal 66 UU Perkawinan dengan adanya ketentuan UU
Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan peraturan perkainan
campuran lama (GHR) dinyatakan tidak berlaku sejaun UUP atau peraturan
pelaksanaanya telah mengatur.

RUU (Rancangan Undang-undang Perkawinan) ketika pada saat UU tersebut
diusulkan RUU Perkawinan mengandung asas unifikasi huhkum. Aritnya
perkawinan campuran menurt RUU Perkawinan adalah perkawinan antara WNI
dan WNA dan perkawinan sama-sama WNA berlainan kewarganegaraan yang
dilaksanakan di Indonesia. Sedangkan untuk intern bangsa dan Negara, karena
agama tidak diberi kedudukan, tidak ada perkawinan campuran. RUU Perkawinan
seperti itu oleh DPR dirubah secara total, yaitu: berubah hukumnya, bab-babnya
Pasal-Pasalnya, dan rumusannya.*’

Dalam kaitannya dengan perkawinan campuran terjadi perubahan dan
penyempurnaan oleh DPR dengan perubahan falsafah hukum dan penjelasannya,
perkawinan campuran menurut UU Perkawinan telah berubah sama sekali dari

RUUP. Akibatnya pengertian perkawinan campuran sebagaimana tercantum

% Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1996), 2.

%7 |chtiyanto, Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang
Agama dan Diklat Keagamaan Departermen Agama RI, 2003), 73.
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dalam Pasal 57 berubah dari Pasal 64 RUU Perkawinan, karena sangat
dipengaruhi oleh Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang berakibat terhadap segala
aspeknya. Rumusan segala pengertian perkawinan campuran dalam Pasal 57 UU
Perkawinan sama dengan rumusan Pasal 64 RUU Perkawinan. Hanya saja
penjelasannya berubah menjadi “cukup jelas”. Hal tersebut berarti terjadi
perubahan pengertian Perkawinan Campuran dan pengeritian “di Indonensia
hanya dikenal perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan” harus
ditinggalkan dan tidak boleh dipakai. Pasal 5 UU Perkawinan merumuskan
pengertian perkawinan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini
ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang
berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia .

Rumusan Pasal 57 UU Perkawinan perlu dikemukakan beberapa catatan yang
menunjukan bahwa pengertiannya tidak seperti Pasal 64 RUU Perkawinan.
Akibatnya dari rumusan Pasal 2 Ayat (1) kesahan Perkawinan digantungkan pada
hukum agama. Dihubungkan dengan UU No. 1/PNPS/1965, ketentuan tersebut
berakibat berlakunyanya hukum agama masing-masing di bidang perkawinan bagi
masing-masing pemeluknya. Hal tersebut berakibat pula dalam ketentuan
perkawinan campuran (pengertian, pengaturannya, dan pelangsungannya , hanya

sah apabila dilakukan menurut hukum agama).®

% |chtiyanto, Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia, Jakarta: Badan Litbang
Agama dan Diklat Keagamaan Departermen Agama RI, 2003), 6.
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Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud
perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia
tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah
satu pihak berkewarganegaraan Indonesia menurut Pasal 58 UU Perkawinan
dikatakan bahwa bagi orang-orang Yyang berlainan kewarganegaraan yang
melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari
suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, menurut cara-
cara yang telah ditentukan dalam UU kewarganegaraan R1 yang berlaku.*

Lebih lanjut dikatakan bahwa perkwainan campuran yang dilangsungkan di
Indoenesia dilangsungkan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
ini.** Perkawinan campuran itu tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa
syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak
masing-masing yang telah dipenuhi.** Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat
tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangusngkan
perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum berlaku yang
berlaku bagi pihak masing-masing yang berwenang mecatat perkawinan, diberi
surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Jika pejabat yang bersangkutan menolak memberikan surat keterangan itu,
maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan

dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal

% Hilman Hadikusuma, hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat hukum
agama, 13.

“"Lihal Pasal 59 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan campuran yang dilangsungkan di
Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.”

* Lihat Pasal 60 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan campuran tidak dapat
dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak
masing-masing telah dipenuhi.
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apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jika
pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu
menjadi pengganti keterangan yang tersebut tadi. Surat keterangan atau keputusan
pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak
dilangsungkan dalam masa enam, bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Barang
siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu
kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan
pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 Ayat (4) UU Perkawinan
dimaksud dihukum dengan hukuman kurungan selama-salamnya satu bulan. Dan
pegawai pencatat yang tahu bahwa keterangan tidak ada dihukum tiga bulan.
B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna

menegakkan hukum dan keadilan

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Rl mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu)
kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



38

2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
b. Kewajiban Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:
1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
a. penghianatan terhadap negara
b. korupsi
C. penyuapan
d. tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 69/PUU-XI11/2015
1. Menimbang bawha berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

*2 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK &id=3 tgl, 12/07/18.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG


http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3
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Konstitusi sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan asas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,
selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu
kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji  Undang-Undang terhadap Undan-Undang
Dasar.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji
konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043,
selanjutnya disebut UU 5/1960) dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU
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1/1974) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu
kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang

mengadili permohonan a quo.*®

C. Sadd Al-Dzari‘ah (dagydd) JZ)

1. Pengertian Sadd Al-Dzari ah

Saddu (i&) Artinya, menutup, menghalangi, al-dzari‘ah (C?J)ij\) atau al-

dzari‘ah artinya, bahaya-bahaya. Sadd al-dzari‘ah atau al-dzari‘ah yang di
maksud dalam ushul figih adalah:
AT i ) st Aoyl s b o dlindl

Artinya : “Suatu masalah yang tampaknya mudah, tetapi (kemungkinan)

bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram) .

Sebagai contoh misalnya, masalah berteman atau bersahabat dengan
orang-orang jahat. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, orang-
oarang jahat tersebut akan menjadi orang baik karena bersahabat dengan Kita,
tetapi kedua sebaliknya mungkin pula kita yang akan menjadi orang jahat akibat
persahabatan itu, sedang masalah bersahabat adalah mubah hukumnya.**

Secara lughawi (bahasa), al-dzari ‘ah itu berarti:
G 3l G OS2 2B ) s s ) AL
Artinya : “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau

ma ‘nawi, baik atau buruk.”

* putusan MK No. 69/PUU-XI11/2015, 139.
* Basiq Dzalil, llmu Ushul Figih 1 dan 2, (Jakarta: Kencana 2010), 165-166.
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Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan
penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu

Qayyim ke arah rumusan definisi tentang al-dzari ‘ah yaitu:

A ) gy s S5

Artinya : “Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.
Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap al-

dzart ‘ah Itu sebagai berikut:

Artinya : “Apa yang mengampaikan kepeda sesuatu yang terlarang yang
mengandung kerusakan. **°
2. Metode Penentuan Hukum Al-Dzari ‘ah
Predikat-predikat hukum syara’ yang di lekatkan kepada perbuatan yang
bersifat al-dzar7 ‘ah dapat di tinjau dari dua segi, yaitu:
a. Di tinjau dari segi al- baits (motif pelaku)
b. Di tinjau dri segi dampak yang di timbulkannya semata-mata,
tanpa meninjau dari segi motif dan minat pelaku.
Al-Baits adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu
perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sestuatu yang di benarkan (halal)
maupun motifnya untuk menghasilkan sesutu yang terlarang (haram), misalnya

seseorang melakukan akad nikah dengan seorang wanita. Akan tetapi, niatnya

ketika menikah tersebut bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan

*> Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana 2011), 424.
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islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar setelah
diceraikannya, wanita tersebut halal menikah lagi dengan mantan suaminya yang
telah mentalaknya dengan talak tiga.

Pada contoh di atas, motif pelaku adalah melakukan perbuatan yang (halal)
dengan tujuan yang terlarang (haram). Pada umumnya motif pelaku perbuatan
sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berada di dalam kalbu orang yang
bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum segi ini bersifat diyanah
(dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima). Pada al-dzari‘ah,
semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat dijadikan dasar untuk
memberikan ketentuan hukum batal atau fasad-nya suatu transaksi.

Di tinjau dari yang kedua, difokuskan pada segi masalah dan mafsadah
yang ditimbulkannya oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang di timbulkan oleh
rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut di
perintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah).
Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa kepada kerusakan, maka
perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram dan makruh).
Contoh, seorang mencaci maki berhala-berhala orang musyrik sebagai bukti
keimanannya kepada Allah dan dengan niat ibadah. Akan tetapi perbutan tersebut
mengakibatkan tindakan balasan dalam bentuk caci maki pula dari orang musyrik
terhadap Allah. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut menjadi terlarang. Dalam hal

ini Allah berfirman dalam suarah al-An’am (6): 108:

. e

e agte 4 e o 5 o it 22



43

Artinya : “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang
mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah
dengan melapaui batas tanpa pengetahuan”

Jika dengan tinjuan al-dzari‘ah yang pertama atas, yaitu segi motif perbutan,
hanya mangakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya, maka sebaliknya, dengan
tinjauan yang kedua ini, perbuatan al-dzari ‘ah melahirkan ketentuan hukum yang
bersifat gadha’i, di mana hakim pengadilan dapat mejatuhkan hukum sah atau
batalnya perbuatan tersebut, bahkan menimbulkan hukum boleh atau terlarangnya
perbuatan tersebut, tergantung pada : apakah perbuatan al-dzari‘ah tersebut
menibulkan dampak maslahah atau mafsadah, tanpa pertingan apakah motif
pelaku adalah untuk melakukan kebaikan atau kerusakan.*®
3. Kedudukan Sadd Al-Dzari ‘ah

Al-dzari‘ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meski
diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara’ tidak
menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena
perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi seuatu perbuatan yang dilarang
secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu
adalah sebagai hukum yang ditetapkan syara’ terhadap perbuatan Al-Qur’an yang
mengisyaratkan ke arah tersebaut.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap

perbuatan mengandung dua sisi: (1) sisi yang mendorong untuk berbuat, (2)

* Abd.Rahman Dahlan, Ushul Fgh, (Jakarta: Amzah,2011), 237-239.
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sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu.
Dengan memandang pada natijah-nya, ada dua bentuk perbuatan tersebut:

1) Natijah-nya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah
kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk
mengerjakannya.

2) Natijah-nya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong
kepadanya adalah buruk juga, dan karenanya dilarang.*’

4. Pengelompokan Sadd Al-Dzari ‘ah
Sadd al-dzari‘ah terdiri dari dua kelompok dan masing-masing kelompok
memiliki empat bagian sebagai berikut:

1) Dengan memandang pada akibat atau (dampak) yang
ditimbulkan, Ibn Qayyim membagi al-dzari‘ah menjadi empat
bagian:

a. Al-dzari‘ah yang memang pada dasarnya membawa kepada
kerusakan seperti mimum-mimuman yang memabukkan yang
membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina
yang membawa kepada kerusakan tata keturunan.

b. Al-dzari‘ah yang ditentukan kepada suatu yang mubah,
namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak,
baik yang disengaja seperti nikah muhalil. Atau tidak sengaja
seperti mencaci sembahan agama lain. Nikah itu pada dasar

hukumnya boleh, namun karena diniatkan mengahalalkan

" Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana 2011), 427.
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yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci
sembahan agalam lain itu hukumnya mubah, namun karena
cara mencaci itu dapat menjadi perantara bagi agama lain
untu mencani Allah maka hukumnya tidak boleh.

c. Al-dzari‘ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak di
tunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga
kepada kerusakan, yang mana kerusakan tersebut akan lebih
besar dri pada kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang
perempuan yang sudah mati suaminya yang dalam keadaan
masa ‘iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi
dilakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati dan
dalam masa ‘idda keadaannya menjadi lain.

d. Al-dzari‘ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun
terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan
kerusakannya lebih kecil dibandingkan dengan kebaikannya.
Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat
dipinang.*®

2) Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu ishak al-

Syatibi membagi al-dzar7 ‘ah menajdi empat macam:

a. Al-dzari‘ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti.
Artinya, bila perbuatan al-zari‘ah itu tidak dihadirkan pasti

akan terjadi kerusakan. Contoh menggali lubang di dekat

8 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana 2011), 428.
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pintu rumah yang selalu gelap, karena setiap orang melewati
pintu tersebut akan jatuh, menggali lubang hukumnya boleh
tapi harus meliahat situasi terlebih dahulu.

Al-dzari‘ah yang membawa kepada kerusakan menurut
biasanya, dengan arti kalau al-dzari‘ah itu dilakukan, maka
kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan
dilakukannya perbuatan terlarang. Contoh mengjual anggur
pada pabrik pengolahan minuman keras, menjual anggur itu
boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu
dijadikan minuman keras, namun menurut kebiasaan pabrik
minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi
minuman keras.

. Al-dzari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang
menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila al-dzari ‘ah itu
tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan menimbulkan
perbuatan yang terlarang. Misalnya jual beli kredit. Memang
tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun
prakteknya itu sering membawa kepada riba, prakteknya
sering dijadikan sarana riba.

. Al-dzari‘ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan
atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, apabila perbuatan
tersebut dilakukan, belum tentu akan menimbulkan

kerusakan. Contoh menggali lubang dikebun sendiri yang
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jarang dilalui orang lain. Menurut kebiasaannya tidak ada
orang yang lewat di kebun tersebut.*®

Kedua macam al-dzari ‘ah ini oleh lbn Qayyim dibagi lagi kepada:

1) Perbuatan tersebut maslahatnya lebih kuat daripada mafsadatnya.
2) Perbuatan tersebut mafsadatnya lebih besar dari pada
maslahatnya.

Adapun akibat dari hukum yang ditimbulkan dari kedua macam perbuatan
dzari’ah tersebut, oleh Ibn Qayyim12 diklasifikasikan ke dalam empat kategori,
yaitu:*°

Pertama, perbuatan yang secara sengaja ditujukan untuk suatu
kemafsadatan maka dilarang (haram) oleh syara’. Seperti meminum minuman
keras (kKhamr).

Kedua, perbuatan yang pada dasaranya mubah tetapi ditujukkan untuk
melakukan kemafsadatan, maka dilarang (haram) oleh syara’. Seperti nikah tahlil
pada kasus talak bain.

Ketiga, perbuatan yang pada dasarnya mubah dan pelakunya tidak
bertujuan untuk suatu kemafsadatan tetapi biasanya (dhann al ghalib) akan
berakibat suatu kemafsadatan, maka dilarang (haram) oleh syara’. Seperti
mencaci-maki sesembahan orang musyrik akan berakibat munculnya cacian yang
sama bahkan lebih terhadap Allah swit.

Keempat, perbuatan yang pada dasarnya mubah dan akibat yang

ditimbulkannya ada maslahat dan mafsadatnya. Dalam kategori yang keempat ini

* Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana 2011), 429.
% Dr.Ali Imron HS, MENERAPKAN HUKUM ISLAM YANG INOVATIF DENGAN METODE
SADD AL DZARI’AH. Jurnal ilmiah, 71-72.
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dilihat dulu, apabila maslahatnya lebih banyak maka boleh, dan begitu pula
sebaliknya.

Dari uraian di atas nampaknya al-dzari ‘ah dapat dipandang dari dua sisi,
yaitu :

a. Dari sisi motivasinya yang mendorong seseorang melakukan
suatu pekerjaan, baik bertujuan yang halal maupun yang haram.
Seperti pada nikah tahlil, dimana pada dasarnya nikah ini
dianjurkan oleh agama akan tetapi memperhatikan motivasi
muhallil (orang yang melakukan nikah tahlil) mengandung
tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan serta prinsip-prinsip
nikah, maka nikah seperti ini dilarang.

b. Dalam sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa
dampak negatif (mafsadat). Seperti seorang muslim yang
mencaci maki sesembahan orang non-muslim. Niatnya mungkin
untuk menunjukkan kebenaran agidahnya. Akan tetapi akibat
dari cacian ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi.
Oleh karenanya perbuatan ini dilarang.>*

5. Pandangan Ulama tentang Sadd Al-Dzarz ‘ah

(bl Loly) SLIVG ) S 5

Artinya : “Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu

yang tidak meragukanmu.” (HR. At-Tirmidzi)

L Dr.Ali Imron HS, MENERAPKAN HUKUM ISLAM YANG INOVATIF DENGAN METODE
SADD AL DZARI’AH. Jurnal ilmiah, 73.
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Ulama terkenal yang memakai “Sadd al-Dzari‘ah” di kalangan ahli ushul
figih adalah Malik bin Annas yang dengan Imam Malik.>?

Dalam hal ini tidak ada dalil yang jelas yang memperbolehkan atau
melarang menggunakan sadd al-dzar7 ‘ah. Olah karena itu, dasar pengambilannya
hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan tindakan dengan hati-hati dan
perbuatan yang sampai tidak melakukan kerusakan.

Jumhur ulama pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan
mudaratnya sebagai bahan pertimbangan dalam menempatkan hukum. Mustafa
Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang saddu al-dzari‘ah
kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. Al-dzari‘ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau
berat dugaan akan menimnulkan kerusakan.

2. Al-dzari'ah  yang  kemungkinan  akan  mendatangkan
kemudzaratan atau larangan.

3. Al-dzari‘ah yang terletak ditengah-tengah antara kemungkinan
membawa kerusakan atau tidak merusak.

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan saddu al-dzari‘ah adalah
kehati-hatian dalam perbuatan ketika menghadapi hal yang maslahat dan
mudarat.>®

Ulama yang menolak metode saddu al-dzari‘ah secara mutlak adalah

Zhahiriyah.

>2 Basiq Dzalil, llmu Ushul Figih 1 dan 2, (Jakarta: Kencana 2010), 167.
> Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana 2011), 430.
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PEMBAHASAN

A. Perjanjian Perkawinan Campuran Sebelum dan Sesudah Terbitnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015

Menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan
bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsugkan kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.®® Yang dimaksud dalam pasal
perjanjian ini tidak termasuk ta’lik talak. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah

berlangsung lama. Namun dalam beberapa perkara lain terdapat perbedaan dalam

> Ahmad Rofig, Hukum PERDATA ISLAM DI INDONESIA edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pres,
2015), 127.
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masalah perjanjian perkawinan tersebut, terutama bagi pelaku perkawinan
campuran yang mana sebelum atau pada waktu perkawinan tersebut berlangsung
kedua belah pikah belum mengadakan perjanjian perkawinan.

Setelah berlakunya Pasal 29 tersebut, Mahkamah Konstitusi membuat Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 “pada waktu sebelum
dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas
tujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut”.>> Putusan ini
memperbolehkan terjadinya perjanjian perkawinan pada waktu sebelum atau
selama perkawinan tersebut masih sah. Hal ini dilakukan karena terdapat
pertimbangan-pertimbangan  mengenai  perjanjian  perkawinan  terhadap
perkawinan campuran WNI dan WNA.

Terbitnya Putusan MK tersebut berkaitan dengan permohonan Nyonya lke
Farida, sebagai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan
perkawinan dengan seorang Warga Negara Jepang (WNA). Permohonan ini
diajukan oleh pemohon dikarenakan pemohon dan suaminya mengalami
permasalahan saat membeli satu unit rumah susun di daerah Jakarta. Setelah
rumah tersebut dibayar lunas, rumah susun tersebut tidak diserahkan oleh
pengembang, sehingga pada akhirnya perjanjian pembelian rumah susun

tersebut dibatalkan secara sepihak oleh pihak pengembang dengan beralasan

% pytusan MK No. 69/PUU-X111/2015, 156.
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suami pemohon adalah seorang WNA dan pemohon tidak memiliki perjanjian
perkawinan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35
ayat (1) UU 1/1974, seorang perempuan yang melakukan pernikahan dengan
WNA dilarang membeli tanah atau bangunan dengan Hak Guna Bangunan
atas bendak tidak bergerak. Oleh karena hal tersebut pengembang memutuskan
untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ataupun Akta Jual
Beli (AJB) dengan pemohon karena hal tersebut melanggar Pasal 36 ayat (1)
UUPA. Hal ini dirasakan oleh pemohon, bahwa hak konstitusionalnya sebagai
warga negara telah dilanggar atau dirampas.

Berdasarkan alasan ini, kemudian Nyonya Ike Farida sebagai pemohon
mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Pokok permohonan
tersebut adalah berisi tentang pengujian materiil, yaitu pengujian Pasal 21 ayat
(1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Pokok Dasar-Dasar Agraria (yang selanjutnya disebut
UUPA), serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Adapun
substansi pasal-pasal dari dua undang-undang yang hendak diuji adalah
menyangkut hak-hak warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan
dengan warga negara asing, yang tidak memiliki perjanjian perkawinan dalam

pemisahan harta untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.®®

% Priesty Yustika Putri, Prija Djatmika, Dhiana Puspitawati, Implikasi Yuridis Perjanjian
Perkawinan yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca
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Atas gugatan yang diajukan oleh pemohon, pada tanggal 27 Oktober 2015 MK
mengabulkan sebagian permohonan Nyonya lke Farida selaku pemohon yang
berkaitan dengan pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dengan
mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015, serta
menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Adapun amar
putusannya adalah sebagai berikut:

a. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘“Pada
waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan
perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

b. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019) tidak mempunyai kekuataan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan
atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah
mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak
ketiga tersangkut”;

c. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia berlaku sejak perkawinan dilangsungkan,
kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;

d. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.26,
No.1, Maret 2018-Agustus 2018, 95-117.
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perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentuan lain dalam Perjanjian
Perkawinan”;

e. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 sepanjang tidak dimaknai “Selama
perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dapat mengenai
harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau
dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan ubtuk
mengubah dan mencabut, dan peubahan atau pencabutan itu tidak
merugikan pihak keriga”,

f. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung,
perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau
perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila
dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan
mencablés, dan peubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak
ketiga”,

Secara yuridis, dilihat dari segi pertimbangan hukum Pasal 29 ayat (1) UU
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berisi tentang pembatasan waktu
pembuatan perjanjian perkawinan yang hanya “pada waktu” atau sebelum
perkawinan diselenggarakan. Sehingga membatasi hak suami istri, yang belum
melakukan perjanjian perkawinan termasuk pasangan suami istri pelaku
perkawinan campuran anatara WNI dan WNA, untuk membuat perjanjian
perkawinan dikala mereka masih dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu
seharusnya hak dalam pembuatan perjanjian perkawinan tidak dibatasi waktu,
selama perkawinan tersebut masih sah, maka boleh bagi suami dan istri

melakukan perjanjian perkawinan tersebut, hal ini sesuai dengan hukum Adat

5 putusan MK No. 69/PUU-X111/2015, 156-157.
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sebagai salah satu sumber dari pembentukan hukum di Indonesia, khususnya
mengenai harta bersama.®

Melihat dari kerangka pemikiran tentang eksistensi hukum, secara fisiologis
ditemukan suatu konsep yang sangat dominan, bahwa terciptanya atau dibentunya
suatu hukum dalam bentuk perudang-undangan baik secara substantif maupun
ajektif bertujuan agar tercipta ketertiban dan kepastian serta terdapat kesamaan
pandangan tentang berbagai konflik yang ada secara sadar diterima sebagai suatu
rujukan atau pegangan dalam menentukan sikap.*

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu subkonflik dibidang perkawinan,
dalam peraturannya tidak hanya diperlukan adanya kejelasan hukum yang
berkaitan dengan apa yang dimaksud perjanjian perkawinan dan akibat
hukumnya, namun juga perlu diketahui secara jelas manfaat dan tujuan akhir dari
terbentukanya tata hukum di Indonesia.®® Dengen demikian, apabila
dibolehkannya mengadakan perjanjian perkawinan terutama antara pasangan
suami istri WNI dan WNA, dimana tanpa adanya batas waktu selama perkawinan
tersebut masih sah, maka hal ini tidak lain dilakukan untuk melingdungi harta
kekayaan dan hak milik atas Tanah dan hak Guna atas (Bagunan) yang dimiliki
warga Negara Indonesia tersebut sebagai pelaku perkawinan campuran.

Demikian juga ketentuan dalam Pasal 186 KUHPerdata menentukan
kebolehan bagi istri untuk mengajukan kepada Hakim agar ada “pemisahan

percampuran harta” apabila suami berkelakuan tidak baik yang dapat merugikan

% putusan MK No. 69/PUU-X111/2015, 88.

%9 Damanhuri, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Jakarta: Mandar Maju,
2007), 46.

% Damanhuri, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Jakarta: Mandar Maju,
2007), 47.
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harta kekayaan perkawinan sehingga dapat mengakibatkan kemerosotan dalam
perekonomian rumah tangga. Sebagaimana diketahui bahwa penyatuan harta
perkawinan menurut KUHPerdata adalah ditentukan undang-undang, yaitu Pasal
119 KUHPerdata, bukan atas perjanjian perkawinan antara suami istri
bersangkutan.®*

Perjanjian perkwinan yang dilakukan antara sumi dan istri dalam persatuan
dan percampuran harta benda secara bulat memang sangat terlihat ideal. Tetapi
sebenarnya asas persatuan dan percampuran kekayaan secara bulat yang
diperjanjikan susmi istri tersebut tidak sesuai dengan pandangan hidup Bangsa
Indonesia yang bersifat kekeluargaan atau familiar, akan tetapi, demi kepastian
hukum dan demi kemaslahatan kedua belah pihak perjanjian perkawinan dapat
dilaksanakan karena tuntutan perkembangan kehidupan manusia.®?

Menurut Subekti asas harta perkawinan menurut KUH Perdata adalah
menganut asas persatuan bulat (“algehele gemeenschap”), yang memberikan dua
contoh perjanjian perkawinan yaitu: (a) perjanjian persatuan untung rugi, dan (b)
perjanjian persatuan hasil dan pendapatan. Perjanjian persatuan hasil dan
pendapatan inilah yang mirip dengan “gono-gini” menurut Hukum Adat.®®

Demikian, dengan memenuhi ketentuan-ketantuan Pasal 29 UU Nomor 1
tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila “pada waktu” atau “sebelum”
perkawinan dilangsungkan mereka belum melakukan perjanjian perkawian

mengenai pemisahan harta bersama maupun mengenai Hak Milik dan hak Guna

®L Putusan MK No. 69/PUU-X111/2015, 90.

%2 Damanhuri, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, (Jakarta: Mandar Maju,
2007) h, 13.

% Putusan MK No. 69/PUU-XI11/2015, 83.
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Bangunan. Frase Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 25
ayat (1) yang menentukan bahwa “harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama”. Frase “harta bersama” harus dibaca “harta
bersama, kecuali mengenai Hak Milik atas Tanah dan Hak Guna Bangunan bagi
WNI yang menikah dengan WNA hanya hak WNI, dengan tetap menerapkan asas
nasionalitas dan tidak merugikan hak-hak WNA di Indonesia sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku ».°* Bagi pelaku perkawinan campuran atau
perkawinan sesama warga Negara Indonesia. Apabila dikemudian hari pelaku
perkawinan tersebut bermaksud membuat perjanjian perkawinan, maka
hendaknya diperbolehkan untuk melingdungi kepemilikan hak milik dan hak guna
bangunan dari masing-masing pelaku perkawinan tersebut. Adapun tujuan di
bentuknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 ini hanya
untuk memberikan keadilan terutama bagi pelaku perkawinan campuran antara
WNI dan WNA.

Asas nasionlitas disebut juga Asas Kebangsaan, secara umum merupakan asa
yang menempatkan kepentingan, keperluan dan untuk sepenuhnya bagi
masyarakat di suatu wilayah Negara tersebut. Hakikat dari Asas kebangsaan yang
dijelaskan di atas, terdapat perbedaan yang jelas ialah bahwa asas itu adalah nilai-
nilai yang diaplikasikan dimasyarakat, dioprasikan, dalam hubungan-hubungan

yang terdapat dalam kehidupan social (applied value, social vaue).®®

* putusan MK No. 69/PUU-X111/2015, 91

% Maria S>W Sumardjono, Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah Beserta
Bangunannya Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum, (PT. Kompas Media Nusantara :
Jakarta, 2006), 6.
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Perjanjian perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-X11/2015

No | Ketentuan-ketentuan Ketentuan-ketentuan Perbedaan dan
Perjanjian Perjanjian perkawinan persamaan
perkawinan Pasal 29 Sesudah Putusan Perjanjian
UU nomor 1 Tahun Mahkamah Konstitusi perkawinan Pasal
1974 Nomor 69/PUU-X11/2015 29 UU nomor 1
Tahun 1974 dan
Sesudah Putusan
Mahkamah
Konstitusi Nomor
69/PUU-X11/2015
1. |Pada  waktu atau | Pasal 29 ayat (1) | Perbedaan pada
sebelum  perkawinan | Undang-Undang  Nomor | batas waktu
dilangungkan, kedua | 1 Tahun 1974 tentang | perjanjian
pihak atas persejuan | Perkawinan  (Lembaran | perkwinan pada
bersama dapat | Negara Republik | Pasal 29 ayat 1
mengadakan perjanjian | Indonesia Tahun 1974 | Undang-Undang No
tertulis yang disahkan | Nomor 1, Tambahan |1  Tahun 1974
oleh Pegawai Pencatat | Lembaran Negara | adalah  perjanjian
Perkawinan, selama | Republik Indonesia | perkawinan  boleh
mana isinya berlaku | Nomor 3019) | dilakukan sebelum
juga terhadap pihak | bertentangan dengan | atau  pada  saat
ketiga sepanjang pihak | Undang-Undang Dasar | perkawinan tersebut
ketiga tersangut. Negara Republik | berlangsung.
Indonesia Tahun 1945 | Sedangkan
sepanjang tidak dimaknai | perjanjian
“Pada waktu, sebelum | perkawinan pada
dilangsungkan atau | Putusan Mahkamah
selama dalam ikatan | Konstitusi  Nomor
perkawinan kedua belah | 69/PUU-XI11/2015
pihak atas  persetujuan | perjanjian
bersama dapat | perkawinan  boleh
mengajukan perjanjian | dilakukan sebelum
tertulis  yang disahkan | atau selama
oleh pegawai pencatat | perkawinan tersebut
perkawinan atau notaris, | masih dikatakan sah.
setelah  mana  isinya
berlaku juga terhadap
pihak ketiga sepanjang
pihak ketiga tersangkut”
2. | Perjanjian tersebut tidak | Pasal 29 ayat (1) | Persamaan  antara
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dapat
bilamana

batuas-batas

disahkan
melanggar
hukum,

agama dan kesusilaan.

Undang-Undang  Nomor
1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor
3019) tidak mempunyai
kekuataan hukum
mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Pada waktu,
sebelum  dilangsungkan
atau selama dalam ikatan
perkawinan kedua belah
pihak atas persetujuan
bersama dapat
mengajukan perjanjian
tertulis yang disahkan
oleh pegawai pencatat
perkawinan atau notaris,
setelah  mana  isinya
berlaku juga terhadap
pihak  ketiga sepanjang

perjanjian
perkawinan pada
Pasal 29 ayat 1

Undang-Undang No
1 Tahun 1974 dan
Putusan Mahkamah
Konstitusi ~ Nomor
69/PUU-XI11/2015,
tidak dapat disahkan
bilamana melanggar
batuas-batas hukum,
agama dan
kesusilaan.

Perjanjian
mulai

berlaku

tersebut
sejak

perkawinan
dilangsungkan.

pihak ketiga tersangkut”
Pasal 29 ayat (3)
Undang-Undang  Nomor
1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3019)
bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia berlaku sejak
perkawinan
dilangsungkan, kecuali
ditentukan  lain  dalam
Perjanjian Perkawinan.

Persamaan  antara
perjanjian
perkawinan pada
Pasal 29 ayat 1
Undang-Undang No
1 Tahun 1974 dan
Putusan Mahkamah
Konstitusi ~ Nomor
69/PUU-XI11/2015,
Perjanjian  tersebut
mulai berlaku sejak
perkawinan
dilangsungkan.

Selama

perkawinan

berlangsung perjanjian

tersebut

tidak dapat

Pasal 29 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan

Persamaan  antara
perjanjian

perkawinan pada
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diubah kecuali bila dari

kedua pihak ada
persetujuan untuk
mengubah dan
perubahan itu tidak
merugikan pihak
ketiga.®®

(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3019) tidak
mempunyai kekuatan
hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai
“Perjanjian tersebut mulai
berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan, kecuali
ditentuan  lain  dalam
Perjanjian Perkawinan”,

Pasal 29 ayat 1
Undang-Undang No
1 Tahun 1974 dan
Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor
69/PUU-XI111/2015,
Selama perkawinan
berlangsung

perjanjian  tersebut
tidak dapat diubah

kecuali  bila dari
kedua pihak ada
persetujuan  untuk
mengubah dan
perubahan itu tidak
merugikan pihak
ketiga. ®’

Pasal 29 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3019) bertentangan

dengan  Undang-undang
dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1974
sepanjang tidak dimaknai
“Selama perkawinan
berlangsung.  Perjanjian
perkawinan dapat
mengenai harta
perkawinan atau

perjanjian lainnya, tidak
dapat diubah atau dicabut,

kecuali bila dari kedua
belah pihak ada
persetujuan ubtuk
mengubah dan mencabut,
dan peubahan atau

% Ahmad Rofig, Hukum PERDATA ISLAM DI INDONESIA edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pres,
2015), 127.
% Ahmad Rofig, Hukum PERDATA ISLAM DI INDONESIA edisi revisi, (Jakarta: Rajawali Pres,
2015), 127.
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pencabutan  itu  tidak
merugikan pihak ketiga”

6. Pasal 29 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3019) tidak
mempunyai kekuatan
hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai
“Selama perkawinan
berlangsung,  perjanjian
perkawinan dapat
mengenai harta
perkawinan atau

perjanjian lainnya, tidak
dapat diubah atau dicabut,
kecuali bila dari kedua
belah pihak ada
persetujuan ubtuk
mengubah dan mencabut,
dan peubahan atau
pencabutan  itu  tidak
merugikan pihak

keriga ”;68

Dalam hal ini terdapat perbedaan yang signifikan antara perjanjian perkawinan
yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan tersebut berlangsung,
menurut Pasal 29 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perjanjian dan perjanjian
perkawinan setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI11/2015 memperbolehkan dilangsungkannya perjanjian perkawinan tesebut
sebelum atau selama perkawinan tersebut masih dikatakan sah dengan ketentuan

persetujan pihak ketiga, dimana perjanjian perkawinan atas persetujuan suami dan

% putusan MK No. 69/PUU-X111/2015, 156-157.
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istri yang dilakukan setelah terbitnya Putusan MK mencangkup dalam hal
pemisahan“harta bersama “. Frase “harta bersama” harus dibaca ‘“harta
bersama, kecuali mengenai Hak Milik atas Tanah dan Hak Guna Bangunan bagi
WN! yang menikah dengan WNA hanya hak WNI”.®® yang diperoleh selama
perkawinan tersebut terutama yang terjadi pada perkawinan campuran, yang mana
WNI tidak dapat memiliki hak atas Tanah dan Hak Guna Bangunan, apabila tidak
dilangsungkannya perjanjian perkawinan bagi pelaku perkawinan campuran yang
belum melakukan perjanjian perkawinan sebelum atau saat perkawinan tersebut
berlangsung. Sedangkan perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU Nomor 1
tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya memperbolehkan perjanjian perkawinan
sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, mencangkup pemisahan “harta
bawaan” atau “harta bersama” masing-masing dari suami dan istri, yang mereka
peroleh sebelum atau sesudah melangsungkan perkawinan.

Namun disini terdapat sedikit persamaan baik perjanjian perkawinan sebelum
dan sesudah terbitnya Putusan MK dalam hal diperbolehkannya perubahan
perjanjian perkawinan atas persetujuan suami dan istri yang melakukan perjanjian
perkawinan tersebut, selama tidak merugikan pihak ketiga. Persamaan lainnya
pada perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah putusan MK tersebut, bahwa
setiap kesepakatan-kesepakatan atau isi dalam perjanjian perkawinan tesebut baik
mengalami perubahan atas kesepakatan bersama atau tidak harus di catat oleh

Pegawai Pencatat Nikah atau notaris.

% putusan MK No. 69/PUU-X111/2015, 91.
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B. Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-X111/2015 ditinjau dari Sadd Al-Dzari‘ah

Sadd al-dzariah terdiri dari dua kelompok, kelompok pertama lbn Qayyim
memandang saddu al-zari ‘ah dilihat dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkan,
kelompok kedua Abu Ishak al-Syatibi memandang sad al-dzari‘ah dilihat dari
segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, dan dari masing-masing kelompok ini
terbagi menjadi 4 bagian. Namun dalam pembahasan ini, peneliti lebih spesifik
membahas pada pendapat kelompok pertama, yang dilihat dari akibat (dampak)
yang ditimbulkannya pada bagian ketiga, yaitu: Al-dzari‘ah yang semula
ditentukan mubah, tidak ditunjukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai
juga pada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya.™
Seperti halnya dapat dikaitkan dengan masalah perjanjian perkawinan terutama
bagi pelaku perkawinan campuran antara WNA dan WNI yang belum melakukan
perjanjian perkawinan sebelum atau pada perkawinan tersebut berlangsung.

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan sadd al-dzari‘ah adalah kehati-
hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan
mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat
yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat diantara keduanya, maka
untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu

sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

slal s Je 238 Ll

7 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana 2011), 427.
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Artinya : “Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil
kemaslahatan™"

Seperti halnya perjanjian perkawinan, yang hukumnya mubah akan tetapi
apabila tidak dilakukan sama sekali terlebih lagi bagi pelaku perkawinan
campuran, terutama bagi warga Negara Indonesia tidak dapat memiliki hak
konstitusionalnya (Hak Milik atas Tanah dan Hak Guna Bangunan) dikarenakan
belum melakukan perjanjian perkawinan dengan warga Negara Asing sebelum
atau ketika perkawinan tersebut berlangsung, maka dari itu Mahkamah Konstitusi
mengabulkan dan mempertimbangkan permohonan Ike Farida pelaku perkawinan
campuran yang merasa terdiskriminasi hak Konstitusionalnya dengan beberapa
saksi pemohon, yang mana para saksi tersebut adalah pelaku perkawinan
campuran antara WNI dan WNA, dengan demikian terbitlah Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XII1/2015 “pada waktu sebelum dilangsungkan atau
selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas tujuan bersama dapat
mengajuan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan
atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang
pihak ketiga tersangkut”."* Dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Ulama mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi’yyah dapat menerima sadd al-

dzari‘ah sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam

kasus-kasus lain.”™

™t Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana 2011), 430.

"2 Putusan MK No. 69/PUU-X111/2015, 156.

™ Al Bannani, Syarh al Mahalli *Ala Matn Jam’il Jawami’, Jilid II, Daar al Kutub al Ilmiah,
Beirut, 198. 264; juga Muhammad bin Idris as Syafi’i, Al Umm-IIl, Al Babi al Halaby, Mesir,
t.th, 272.
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Husain Hamid Hasan dalam bukunya nadzariyah al maslahah, demikian
dikutip oleh Nasrun Haroen, mengatakan bawha ulama mazhab Hanafiyah dan
ulama mazhab Syafi’iyyah dapat menerima kaidah sadd al-dzari‘ah apabila
kemafsadatan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-
kurangnya praduga keras (ghilbah al dhan) akan terjadi.” Hal ini dapat dikaitkan
dengan ketentuan Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tentang perjanian perkawinan
yang hanya memperbolehkan perjanjian perkawinan tersebut dilangsungkan
sebelum atau ketika perkawinan berlangsung. Namun hal ini dirasa kurang
relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia pada zaman melinial ini,
terutama pada pelaku perkawinan campuran di mana sebelum pernikahan mereka
tidak melakukan perjanjian perkawinan. Banyak di antara pasangan perkawinan
campuran ini tidak begitu memikirkan tentang perjanjian perkawinan sebelum
melangsungkan pernikahan, karena melihat tujuan mereka menikah dengan
didasari rasa kasih sayang sehinggal hal tersebut belum terfikirkan sebelumya.

Sadd al-dzar7 ‘ah di pandang dari dua sisi dalam penetapan hukumnya.

1. Dari sisi motivasi atau tujuan yang mendorong seseorang sehingga
melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan yang halal maupun
yang haram.

2. Dalam sisi akibat atau dampak dari suatu perbuatan seseorang yang

membawa dampak negatif (mafsadat).

™ Nasrun Haroen, Ushul Figh-1, Logos Wacana llmu, Jakarta, 1997, 169.
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Metode penentuan hukum tersebut dapat dijadikan landasan sebagai penetapan
hukum, melalui perbuatan yang didasari dengan kehati-hatian dan melihat
kemaslahatan yang akan timbul dalam penetapan hukum tersebut.

Dalam penentuan metode hukum sadd al-dzar7‘ah, dapat dilihat dari segi Al-
Baist yaitu motif atau tujuan pelaku perkawian campuran tersebut untuk
melakukan perjanjian perkawinan yaitu, agar mendapat keadilan sebagai warga
Negara Indonesia dalam hak konstitusionalnya meskipun pelaku tersebut telah
melakukan perkawinan dengan WNA. Dan dilihat dari segi maslahat dan
mafsadatnya, apabila pelaku perkawinan campuran tidak melakukan perjanjian
perkawinan makan akan menimbulkan kerugian besar terutama bagi warga
Negara Indonesia itu sendiri dalam hal Hak Milik atas Tanah dan Hak Guna
bangunan yang sudah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA dan akan terdapat
banyak kasus diskriminasi terutama pada WNI lainnya yang melakukan
perkawinan dengan WNA. Oleh karena itu dengan pisau analisi sadd al-dzari ‘ah
tersebut yang melihat dampak dari kerusakan yang akan terjadi lebih besar atau
kerugian yang lebih besar dari pada maslahatnya bagi WNI tersebut, apabila tidak
melakukan perjanjian perkawinan sebelum atau selama perkawinan tersebut masih
sah. Melihat pertimbangan inilah peneliti sangat mensuport dan mendukung
adanya Putusan MK tersebut, yang mana dalam putusan tersebut boleh melakukan
perjanjian perkwinan selama perkawinan masih sah.

Oleh karena terdapat banyak masalah yang menimbulkan sebab akibat seperti
perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran tersebut, hukum itu senantiasa

bergantung pada sebab (‘illat) sehingga tidak dapat dipungkiri adanya perubahan
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hukum disebabkan oleh perubahan masa (ruang dan waktu). Di sinilah, menurut
penulis hukum dituntut untuk selalu inovatif dan melakukan pembaharuan-
pembaharuan dengan metode Ijtihad agar senada dengan perkembangan
masyarakat hari ini, termasuk hukum Islam tentang perkawinan.

Dapat dilihat dan dipahami bahwa metode sadd al-dzari ‘ah secara langsung
bersentuhan dengan nilai-nilai maslahat sekaligus menghindari kemafsadatan.
Seperti yang terjadi pada perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran
selama perkawinan tersebut masih dikatakan sah, yaitu bertujuan memelihara
maslahat dengan berbagai peringkat dan ragamnya termasuk tujuan
disyari’atkannya hukum Islam. Oleh karena itu metode sadd al-dzari‘ah ini
berhubungan erat dengan teori maslahat dan nilai-nilai magasid syari’ah yaitu
dalam penjagaan.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap
perbuatan mengandung dua sisi: (1) sisi yang mendorong untuk berbuat dan, (2)
sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu.
Dengan memandang pada natijah-nya, perbuatan itu ada dua bentuk:

1. Natijah-nya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah padanya
adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.

2. Natijah-nya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya
adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.”

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti dalam bentuk nash maupun ijma’ ulama

tentang boleh atau tidaknya menggunakan sadd al-dzari ‘ah. Oleh karena itu dasar

> Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana 2011) , 427.
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pengambilannya hanya semata-mata untuk ijtihad, dengan tindakan kehati-hatian
agar tidak menumbulkan kerusakan, kemudian dijadikan pedoman penilaian
faktor manfaat, mudarat atau baik buruknya. Jumhur ulama pada dasarnya
menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam
menetapan hukum, pada dasarnya juga menerima metode sadd al-dzari‘ah,
meskipun berada dalam kadar penerimaannya. Sepeti keterangan sebelumnya
kalangan ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan metode sadd al-
dzari ‘ah.

Sesuai dengan MK yang berijtihat dalam pengambilan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 ini dengan melihat maslahat dan mafsadat
yang akan timbul, dan manfaat yang sangat signifikan disini dapat dirasakan oleh
pelaku perkawinan campuran yang belum melakukan perjanjian perkawinan
dalam perihal pemisahan harta bersama yang di frasekan harta bersama tersebut
adalah kecuali mengenai Hak Milik atas Tanah dan Hak Guna Bangunan bagi
WNI yang menikah dengan WNA hanya Milik WNI. oleh karena itu MK
memutuskan permohonan dengan mengabulkan sebagian permohonan tersebut
demi melihat kemudaratan yang akan timbul, apabila dalam beberapa kasus
tersebut tidak dibolehkannya melakukan perjanjian perkawinan tersebut. Maka
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 merupakan suatu
keharusan terutama bagi pelaku perkawinan campuran, yang mana putusan
tersebut memperbolehkan melakukan perjanjian perkawinan kapan saja selama

perkawinan tersebut masih sah.
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Dari paparan tersebut, penulis berpendapat bahwa kemaslahatan merupakan
suatu hal yang harus diutamakan dari sebuah penerapan hukum Islam, meskipun
terkadang terdapat benturan dengan peraturan secara normatif seperti Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 dengan Pasal 29 UU Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Melihat bahwa tujuan utama dari hukum Islam
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang mana tidak melenceng dari
aturan Al-Qur’an dan Hadist. Pendekatan yang digunakan dalam penerapan
hukum harus melihat secara utuh komprehensif dalam berbagai hal yang
melingkupi mukallaf atau para pihak yang bersentuhan langsung dengan hukum
seperti pelaku perkawinan campuran tersebut. Kemaslahatan mukallaf harus
didahulukan di atas ketentuan aturan hukum yang tertuang secara tekstual atau
normatif. Apabila hal ini dilakukan maka keadilan dan kemanfaatan hukum akan

lebih dirasakan oleh masyarakat dalam pesatnya perkembangan zaman sekarang.



BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Perjanjian perkawinan sebelum terbitnya putusan MK tersebut
menurut UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perkawinan
dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan tersebut berlangsung,
dan perjanjian perkawinan setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XI11/2015 memperbolehkan dilangsungkannya
perjanjian perkawinan tesebut sebelum atau atau selama perkawinan
tersebut masih dikatakan sah dengan ketentuan persetujuan pihak
ketiga, di mana perjanjian perkawinan atas persetujuan suami dan istri

dan dicatat di depan pegawai pencatat nikah atau Notaris

70
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2. Perjanjian perkawinan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XI11/2015 menurut sadd al-dzari‘ah dapat dilihat dari
segi motif atau tujuan dan dampak perjanjian tersebut. Perjanjian
perkawinan hukumnya mubah, dibolehkan melakukan perjanjian
perkawinan sebelum atau selama perkawinan tersebut berlangsung,
agar tidak terjadi banyak kasus terdiskriminasi terutama pada WNI
sebagai pelaku perkawinan campuran. Maka dari itu Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII1/2015 diterapkan untuk
menegakkan keadilan bagi warga Negara Indonesia khususnya pelaku
perkawinan campuran.

3. Saran
Berdasarkan dari beberapa kesimpulan dia atas, penulis merekomendasikan
beberapa hal yang bermanfaat bagi penulis khususnya.

1. Untuk civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta
masyarakat pada umumnya. Agar penelitian ini diharapkan dapat
memberikan stimulus untuk selalu melakukan pembaharuan terhadap
aturan-aturan yang ada, terlebih berkaitan dengan hukum perjanjian
perkawinan. Pasalnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 Pasal 29 yang dirasa sudah kurang mampu untuk menjawab
berbagai banyak permasahan yang muncul. Sehingga menuntut
legislator untuk melakukan pembaharuan terhadap undang-undang
tersebut, terlebih mengenai permasalahan perjanjian perkawinan

terhadap perkawinan campuran dengan rujukan dari Putusan
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Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI1/2015 ataupun aturan
lainnya.

. Selanjutnya kepada tokoh-tokoh masyarakat dan elemen-elemen lain
ikut berperan penting dalam membangun sinergitas terhadap legislator
guna menghasilkan suatu produk hukum perkawinan yang mampu
menjawab berbagai tantangan zaman.

Untuk peneliti selanjutnya, penulis merekomendasikan agar peneliti
berikutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XI1/2015 dapat menggunakan pisau analisis Magasyid Syari’ah

Perspektif Jasser Auda.
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dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;



c. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
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